
Diduga  Tekan  Warga  untuk
Dukung  Paslon,  Kades
Ghonebalano Bantah Tuduhan
MUNA, Sultranet.com – Kepala Desa (Kades) Ghonebalano, Kecamatan Duruka,
Kabupaten Muna, La Ode Muhammad Ery, angkat bicara soal dugaan dirinya
menekan  warga  untuk  mendukung  pasangan  calon  (Paslon)  tertentu  dalam
Pilkada 2024.

Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah
yang tidak berdasar.

“Tidak  benar.  Semua  itu  hanya  fitnah,”  ujarnya  saat  diwawancarai,  Minggu
(17/11).

Ery menilai isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan nama baiknya
sebagai kepala desa.

Ia  menegaskan,  tidak  pernah  memaksa  warganya  dalam menentukan  pilihan
politik, apalagi mengancam pencoretan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Soal pilihan, itu urusan pribadi mereka. Saya tidak pernah mengancam warga
atau  mengatakan  BLT  akan  dihapus  jika  tidak  mendukung  calon  tertentu,”
katanya.

Namun,  tuduhan  ini  mencuat  setelah  salah  seorang  warga  yang  enggan
disebutkan  namanya  mengaku  keluarganya  mendapatkan  tekanan.

Ia menyebutkan, Kades Ery datang ke rumahnya dan meminta agar orang tuanya
mendukung Paslon nomor urut 01, dengan ancaman pencoretan BLT jika tidak
mengikuti arahan tersebut.

“Pak Desa datang ke rumah, suruh bapak dan ibu saya pilih 01. Kalau tidak,
katanya BLT kami akan dicoret,” ungkap warga itu.

Meskipun  merasa  tertekan,  warga  tersebut  menegaskan  tetap  memilih
berdasarkan  hati  nurani  dan  meminta  orang  tuanya  tidak  takut  kehilangan
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bantuan.

“Saya  bilang  ke  orang  tua,  pilihlah  dengan  hati.  Jangan  biarkan  suara  kita
dipengaruhi oleh orang lain,” tambahnya.

Kasus ini memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi keluarga yang
mengandalkan bantuan pemerintah desa.

Dugaan intervensi politik semacam ini dianggap mencederai asas demokrasi dan
kebebasan memilih.

Sejumlah  pihak  mendesak  agar  aparat  terkait  segera  turun  tangan  untuk
menyelidiki kasus ini demi menjaga integritas Pilkada.


